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KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PRINSIP GOOD 
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KABUPATEN KLATEN 
Abstrak 
Sampah merupakan suatu sisa yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang 
dilakukan manusia. Sampah terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga. Adanya sampah mengakibatkan dilakukannya pengelolaan 
sampah. Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilandasi dengan 
adanya norma yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah, tidak terkecuali di Kabupaten Klaten, juga mempunyai norma kaitannya 
dengan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Klaten 
terdapat kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kebijakan 
penyelenggaraan pengelolaan sampah harus memperhatikan lingkungan hidup 
seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diperlukan penerapan prinsip Good 
Environmental Governance dimana prinsip tersebut menjelaskan pengelolaan 
pemerintahan yang baik yang peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis empiris, dilakukan wawancara serta observasi 
kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. 
Hasil menyebutkan bahwa kebijakan penyelenggaraaan pengelolaan sampah di 
Kabupaten Klaten sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta prinsip Good Environmental Governance, 
namun belum maksimal masih terjadi beberapa hambatan  
 




Waste is a residue that comes from daily activities carried out by humans; waste 
consists of household waste and household-like waste. Due to the presence of 
waste, waste management is carried out. Waste management is an activity that is 
based on norms, namely The Constitution No. 18 year 2008 concerning Waste 
Management, no exception for Klaten Regency also has norms related to waste 
management, namely Local Government Legislation of Klaten Regency No. 6 year 
2018 concerning Implementation of Waste Management. Klaten Regency have 
Implementation Policy of Waste Management, so the Policy Implementation of 
Waste Management must pay attention to the environment as in The Constitution 
No. 32 year 2009 concerning Environmental Protection and Management, and it is 
necessary to apply the principles of Good Environmental Governance where these 
principles explain good management that’s cares for the environment. This study 
used an empirical juridical method, conducted interviews and observations in 
relation to the implementation of waste management in Klaten Regency. The 
results show that the implementation policy of waste management in Klaten 




Klaten Regency No. 6 year 2018, The Constitution No. 18 year 2008, The 
Constitution No. 32 year 2009 and the principles of Good Environmental 
Governance, but it has not been maximized and there were several obstacles. 
 





Tingkat kenaikan konsumsi oleh penduduk Indonesia berbanding lurus 
dengan adanya timbulan sampah. Sampah merupakan suatu sisa yang berasal 
dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia. Menurut Kuncoro, sampah 
(waste) merupakan bahan yang dibuang/terbuang; karena unsure/fungsi utama 
dari aktivitas manusia/alam yang dihasilkannya sudah diambil sehingga tidak 
digunakan lagi. Sehingga selama aktivitas manusia masih ada maka timbulan 
sampah akan tetap ada. 1  Akibat keberadaan sampah maka dilakukan 
pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan secara 
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan sampah 
dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilandasi dengan adanya norma 
yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 
Pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten yaitu Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Sampah. Peraturan tersebut menimbulkan suatu kebijakan dalam pengelolaan 
sampah. Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah harus sesuai dengan 
prinsip Good Environmental Governance. Good environmental governance 
memiliki makna yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) 
yang peduli terhadap kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup.2 
Agama Islam mengajarkan tentang menjaga suatu kebersihan. Menjaga 
kebersihan merupakan sebagian dari keimananan. Diriwayatkan dalam Hadits 
Riwayat Muslim : Rasullah SAW bersabda kebersihan adalah sebagian dari 
iman dan bacaan hamdallah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan 
 
1 Kuncoro Sejari, 2009, Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center 
Point, Yogyakarta : Kanisius, hal. 12 




subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit, bumi, dan shalat adalah 
cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al-Qur’an 
adalah pedoman bagimu.” (H.R Muslim) 3. 
 Sampah yang di produksi di Kabupaten Klaten mencapai sekitar 160 
ton per hari. 4 Sampah masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Klaten. 
Warga sering menjadikan sungai, pinggir jalan, lahan kosong diluar TPS pasar 
sebagai lokasi pembuangan sampah. 5  Permasalahan yang timbul akibat 
sampah di Kabupaten Klaten, menjadikan tujuan untuk mengetahui kebijakan 
pengelolaan sampah yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Kabupaten 
Klaten serta kesesuainnya dengan prinsip Good Enviromental Governance. 
Sehingga memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam 
penyelenggaraan pengelolaan sampah.  
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 
menganalisisnya. 6  Dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini untuk menganalisa kebijakan, konsep 
kebijakan penerapan prinsip Good Environmental Governance serta peraturan 
terkait pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah apakah 
dijalankan sesuai dengan substansinya, dengan cara menelaah secara lebih 
 
3  Rahmat AW, “Implementasi Konsep Kebersihan Sebagian dari Iman di IAIN Raden Fatah 
Palembang”, Jurnal Tadrib, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2015) , hal. 172 
4  Krjogya.com, 14 Juli 2020 : Produksi Sampah di Klaten Capai 160 ton per hari, dalam 
https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/produksi-sampah-di-klaten-capai-160-ton-per-
hari/, diunduh Selasa, 15 September 2020 
5 Koranbernas.id Senin, 9 Desember 2019: Sampah Masih Jadi Masalah Serius di Klaten, dalam 
https://koranbernas.id/berita/detail/sampah-masih-jadi-masalah-serius-di-klaten,diuduh Selasa, 15 
September 2020 




dalam melalui observasi, wawancara beberapa responden yang memiliki 
pengetahuan terkait obyek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Klaten, dimana diperoleh data terkait penelitian ini di Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Bahwa dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep pemberlakuan 
hukum dalam masyarakat, sehingga dapat ditemukan bahwa bagaimana hukum 
tersebut dijalankan oleh masyarakat. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten  
Kebijakan Peyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten 
dibentuk setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 
Tahun 2018 dimana kebijakan tersebut dibentuk dalam Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga Kabupaten Klaten tahun 2018-2025. Kebijakan dalam pengelolaan 
SRT dan S3RT di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025 antara lain : (1) 
Terpetakan potensi timbulan sampah dari 394.969 ton/tahun pada tahun 
2018 menjadi 411.860 ton/tahun pada tahun 2025; (2) Pengurangan SRT 
dan S3RT pada tahun 2018 sebanyak 71.094 ton/tahun, dan pada tahun 
2025 direncanakan sebanyak 131.795 ton/tahun; (3) Penanganan SRT dan 
S3RT pada tahun 2018 sebanyak 288.328 ton/tahun, dan pada tahun 2025 
direncanakan sebanyak 288.302 ron/tahun.   
Kebijakan tersebut tidak lepas dari beberapa peraturan yang 
kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain : (a) 
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tahun pada 
pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 19 sampai pasal 61 ; (b) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 3, pasal 4, pasal 9, pasal 11-16, pasal 19 
sampai 22 ; (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 pada pasal 2, pasal 
3, pasal 13. Berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten 
Klaten maka kesesuainnya dengan peraturan bahwa : 
1. Terpetakan Potensi Timbulan sampah disesuaikan dengan peraturan 




Tahun 2018 Tahun pada pasal 2 terkait asas, pasal 3 terkait tujuan, 
pasal 4 terkait ruang lingkup; (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 pada pasal 3 terkait asas, pasal 4 terkait tujuan, pasal 9 terkait 
tugas pemerintah kabupaten/kota, pasal 11-16 terkait hak dan 
kewajiban; (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 pada pasal 2 
terkait asas, pasal 3 terkait tujuan, pasal 13 terkait pengendalian 
lingkungan hidup 
2. Peningkatan Pengurangan SRT dan S3RT disesuaikan dengan peraturan 
maka terdapat dalam (a) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 
Tahun 2018 Tahun pasal 19-32 terkait pengurangan sampah; (b) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 19-20 terkait 
pengurangan sampah 
3. Peningkatan Penanganan SRT dan S3RT disesuaikan dengan peraturan 
maka terdapat dalam (a) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 
Tahun 2018 Tahun pasal 33-61 terkait penanganan sampah; (b) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 21-22 terkait 
penanganan sampah 
Menurut Drupsteen dan Koopmans, di Indonesia menyangkut 
kebijaksanaan lingkungan mengandung pertanyaan "apa yang ingin dicapai, 
bagaimana dan jalan apa, dengan sarana apa pengelolaan dilaksanakan"?. 7 
Kebijakaan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten 
Klaten adalah sesuatu yang ingin dicapai meliputi : terpetakannya 
Pengelolaan Sampah, peningkatan pengurangan dan penanganan sampah. 
untuk mencapainya dibentuk 2 dinas dalam pengelolaan sampah yaitu 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam 
pengurangan sampah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Klaten dalam penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang 
diberikan kepada kedua dinas tersebut sesuai dengan ruang lingkup 
pengelolaan sampah pada pasal 4 Perda Kabupaten Klaten No 6 Tahun 
 
7  Siti Sundari Rangkuti, 2015, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, 




2018, yang dilakukan program yang dilakukan adalah dengan berbagai 
program yang dibentuk antara lain Bank Sampah (pada tahun 2017 terdapat 
52), Sekolah Adiwiyata (pada tahun 2017 terdapat 30), (Proklim) Program 
Kampung Iklim (pada tahun 2017 terdapat 3 kampung), Lubang Organik 
(pada tahun 2017 DLHK membangun 8000 lubang Cerdas Organik) , TPS 
3R (pada tahun 2020 terdapat 14 TPS 3R), Shodaqoh Sampah, Bank 
Sampah 3R, serta pemrosesan akhir dilakukan di TPA Troketon, 
Kecamatan Pedan. Sarana dan Prasarananya terdapat TPS (208 Unit), 
Kontainer (17 Unit), Dump Truck (19 Unit), Arm Roll (3 Unit), Pick Up (15 
Unit), Motor Roda Tiga (14 Unit). Petugas persampahan yaitu Penyapu 
Jalan (125 Orang), Administrasi (7 Orang), Tenaga Pengangkut (98 Orang), 
Sopir (18 Orang), Petugas IPLT dan TPA (2 Orang). 
Berbagai pengertian kebijaksanaan kesimpulannya yaitu 
kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan 
dan sumber daya alam didasari oleh undang-undang. Hubungan antara 
hukum lingkungan dengan kebijaksanaan lingkungan yaitu merupakan 
bagian dari proses pembangunan hukum nasional.8 Jika di implementasikan 
dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten bahwa 
dengan adanya peraturan tentang sampah maka menimbulkan suatu 
kebijakan yang tersusun dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 
2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kabupaten 
Klaten Tahun 2018-2025.  
Menurut Mukhlis bahwa manusia menjadi salah satu faktor penentu 
lingkungan, karena manusia bisa berkuasa sepenuhnya terhadap alam 
lingkungannya. 9  Sejalan dengan yang ada di Kabupaten Klaten, bahwa 
masyarakatnya banyak yang menganggap sampah belum menjadi masalah, 
sehingga masyarakat melakukan pengelolaan sampah tanpa berwawasan 
lingkungan, didapatkan dari data sebanyak 87,25%  masyarakat tidak 
 
8 Moh Fadli, Mukhlish, Mustafa Luthfi,  2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang : UB 
Press, hal.47 




memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, dari presentase 
pengetahuan mereka akan pengelolaan sampah rata-rata berada di angka 6-
8 (46,6%) dan diangka 3-6 (29,5%). Salah satu penyebabnya yaitu tidak 
adanya sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar, terdapat 
56,8% responden mengatakan di desa tempat tinggal mereka, tidak ada 
penyuluhan, sejalan dengan implementasi terkait pasal 2 pada Perda 
Kabupaten Klaten No 6 Tahun 2018, pasal 3 UU No 18 Tahun 2008, serta 
pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 terkait asas bahwa didapatkan belum 
maksimalnya penerapan pada asas kesadaran dan keadilan serta dalam 
pasal 9 UU No 18 Tahun 2008 terkait tugas pemerintah kabupaten/kota 
dalam pembinaan. Serta belum maksimalnya pemenuhan hak dan 
kewajiban dalam pasal 11-16 UU No 18 Tahun 2008 
Menurut Prof. Absori, bahwa The right to a good, healthy and 
balanced environment in the UUPPLH, specifically becomes the authority 
and responsibility of the government in its implementation,10 bahwa untuk 
mendapat hak atas lingkungan baik, sehat dan seimbang maka perlu 3 hal 
yang dilakukan pemerintah, jika diimplementasikan dalam pengelolaan 
sampah di Kabupaten Klaten bahwa pengembangan kebijakan dilakukan 
melalui evaluasi setiap tahunnya oleh dinas yang terkait selaras dengan 
tujuan yang ada dalam pasal 3 Perda Kabupaten Klaten No 6 Tahun 2018, 
pasal 4 UU No 18 Tahun 2008, pasal 3 UU No 32 Tahun 2009. Namun 
berapa tujuan dalam pengelolaan sampah belum maksimal terlaksana 
dikarenakan program-program yang dibentuk secara pelayanan 
persampahan belum terdistribuskan secara merata, di peroleh tingkat 
pelayanan persampahan  sebesar 23,8%, masih ada yang menggunakan 
sistem pembuangan on site. Sedangkan kaitannya dengan intrumen bahwa 
penegakan hukum yang belum maksimal, dikarenakan 81,1% responden di 
beberapa desa tidak diterapkan denda bagi yang melakukan pelanggaran 
dalam pengelolaan sampah seperti pada membuang sampah sembarang. 
 
10 Absori, dkk, “The prospect of environmental law to achieve healthy environmental development 




Selain itu, 84,4% masyarakat tidak mengetahui Peraturan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah. Sehingga implementasi pada pengendalian 
lingkungan hidup pada pasal 13 UU No 32 Tahun 2009 belum berjalan 
maksimal. 
Menurut Enri Damanhuri, bahwa peningkatan jumlah timbulan 
sampah disebabkan adanya pertambahan penduduk yang semakin pesat 11 
Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sampai  2018 
mengalami kenaikan dari 1.163.218 Jiwa Penduduk menjadi 1.171.411 
Jiwa Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,35%. Maka sejalan 
dengan pendapat dari Enri Damanhuri bahwa pertambahan penduduk 
mempengaruhi timbulan sampah  
Kebijakan dalam peningkatan pengurangan sampah bahwa 
disesuaikan dengan pasal 19-32 terkait pengurangan sampah Perda 
Kabupaten Klaten No 6 Tahun 2018 dan pasal 19-20 UU No 18 Tahun 
2008 pada terkait pengurangan sampah, bahwa pengurangan menggunakan 
prinsip (a) Mengurangi (reduce) di Kabupaten Klaten sendiri pengurangan 
sampah di lakukan dengan berbagai program seperti TPS 3R, Bank Sampah, 
Bank Sampah 3R, shadaqah sampah, selain itu adanya pemanfaatan lalat 
maggot dalam pengelolaan sampah, (b) Menggunakan ulang (reuse) adalah 
memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. 
Contohnya : sampah botol-botol plastik atau kaca, (c) Mendaur ulang 
(recycle) adalah dibuat sebuah pupuk kompos. 
Kebijakan dalam peningkatan penanganan sampah bahwa 
disesuaikan dengan pasal 33-61 terkait penanganan sampah Perda 
Kabupaten Klaten No 6 Tahun 2018 dan pasal 21-22 terkait penanganan 
sampah UU No 18 Tahun 2008 bahwa proses penanganan sampah 
dilakukan di TPA Troketon Pedan dengan menggunakan Metode 
Controlled Landfill dan Insenerator sampah untuk pembakaran, IPAL lindi 
yang sudah terlaksana di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan proses-
 
11 Yulia Hendra, “Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan : 




proses yang disebutkan dalam pasal 33 yang dimulai dari pemilahan hingga 
pemrosesan akhir. Yang disebutkan pada pasal 34 hingga 61 telah 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten namun belum maksimal 
salah satunya penerapan pada teknologi alternatif. 
Manusia modern telah menjadikan segala persoalan pemecahannya 
menjadi mudah. Di balik kesuksesan yang  dicapai, manusia telah 
mengabaikan lingkungan, sehingga terjadi degradasi lingkungan yang  amat 
mengkhawatirkan kehidupan manusia sendiri.12  Jika di implementasikan 
dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten bahwa 
masyarakat modern di Klaten masih mengganggap belum bermasalah 
dengan sampah sehingga terkait pengelolaannya belum maksimal. 
Pelaksanaan Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
hambatan antara dalam keseteraan pelayanan sampah, sosialisasi 
persampahan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat/ SDM yang 
belum berwawasan lingkungan.  
3.2 Konsep Kebijakan berbasis Prinsip Good Environmental Governance   
Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam prinsip 
Good Environmental Governance, Menurut Sonny Keraf berpendapat 
bahwa Good environmental governance memiliki makna yaitu pengelolaan 
pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli terhadap 
kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup. 13  Sedangkan menurut 
pendapat dari Nopyandari bahwa Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan 
prinsip Good Environmental Governance harus memenuhi beberapa prinsip, 
antara lain : 14  (1) Prinsip Partisipasi Masyarakat, penerapan prinsip ini 
belum maksimal dijalankan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang 
 
12 Absori, 2014, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Studi Pilihan Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta : Muhammdiyah University 
Press, hal.1  
13 A Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta : Penerbit Kompas, hal 191 
14 Nopyandari, “Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan 





belum aktif  berpartisipatif; (2) Prinsip Tegaknya Supremasi hukum, belum 
sepenuhnya dijalankan, dalam penegakan hukum penyelenggaraan 
pengelolaan sampah di Kabupaten kebanyakan menggunakan kesepakatan 
setiap desa untuk membuat hukumnya sendiri, dan masih banyak yang 
menyepelekan; (3) Prinsip Transparansi, telah terlaksana, dikarenakan 
sudah terdapat website di Kabupaten Klaten yang dapat mengakses tentang 
pengelolaan sampah, selanjutnya terkait data-data tentang persampahan 
dapat dimintakan secara mudah apabila telah memiliki izin kepada Dinas 
yang berwenang; (4) Prinsip Peduli pada Stakeholder, belum dilaksanakan 
secara maksimal, namun akan diwujudkan secara bertahap dikarenakan 
beberapa desa belum terjangkau kaitannya dengan pelayanan persampahan; 
(5) Prinsip Berorientasi pada konsensus, dilaksanakan melalui dibentuknya 
Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 
Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025. 
Didalamnya juga terdapat prosedur dalam pengelolaan sampah; (6) Prinsip 
kesetaraan, belum dilaksanakan secara maksimal, salah satunya berkaitan 
dengan pemberian penyuluhan dan keaktifan dalam program 
penyelenggaraan pengelolaan sampah; (7) Prinsip Efektif dan efisien, telah 
berjalan dengan cukup baik. Pemaksimalan sumber daya yaitu berupa 
adanya program bank sampah yang menghasilkan nilai ekonomis;  (8) 
Prinsip Akuntabilitas, dimana tanggung jawab dalam pengelolaan sampah 
kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah dilaksanakan; 
(9) Prinsip Visi strategis, prinsip ini telah tertuang dala Peraturan Bupati 
Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 
(Jakstrada) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2025. Dimana pemerintah 
Kabupaten Klaten melalui peraturan tersebut mewujudkan visinya.   
Hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan 
Kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Klaten berbasis prinsip Good 
Environmental Governance yang disebutkan oleh Sonny Keraf  dan 




maksimal. Setiap prinsipnya telah dijalankan namun belum dilaksanakan 
secara maksimal terutama pada prinsip Prinsip Partisipasi Masyarakat, 
Tegaknya Supremasi Hukum, Peduli pada Stakeholder, Kesetaraan. 
Selanjutnya, terdapat 6 prinsip Good Environmental Governance 
dari Indonesian Center For Environment Law (ICEL) 15 , yang pada 
penerapannya di Kabupaten Klaten prinsip tersebut sudah dijalankan 
namun belum pada tahap maksimal, 6 prinsip yang dikemukakan oleh 
Indonesian Center For Environment Law (ICEL) telah terlaksana semua 
kecuali pada masyarakat adat, dikarenakan Kabupaten Klaten tidak 
memiliki masyarakat adat. 6 prinsip tersebut secara tidak langsung sudah 
terlaksana namun belum secara maksimal. 
Menurut Koesnandi, apabila terdapat kerjasama yang baik dari 
pemerintah dan masyarakat maka pengelolaan sampah dapat berjalan 
efektif dan efisien. 16 Pencerminan “Good Environmental Governance” 
dapat dilihat melalui pentingnya peran serta masyarakat dalam 
pengambilan keputusan perizinan lingkungan terpadu.17   Kurang Efektif 
dan efisien kebijakan pengelolaan sampah berbasis Good Environmental 
Governance di Kabupaten Klaten karena belum maksimalnya kerjasama 
antara pemerintah dan masyarakat. 
Pengelolaan Pemerintahan dengan menciptakan pemerintahan yang 
terbuka, maka dapat memacu masyarakat untuk melakukan kontrol 
(pengawasan) terhadap penentu kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan yang 
terkendali sehingga tidak melakukan penyimpangan. 18  Pemerintah yang 
terbuka telah terlaksana namun kurangnya partisipasi masyarakat sehingga 
 
15  Anam Hady Nugroho, “ Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (Geg) Dalam 
Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal”, Journal of Politic and 
Government Studies, Volume 4 Nomor 3, (2015), hal  4 
16  Koesnandi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : Gadjah Mada 
University Press, hal 4  
17  Suparto Wijoyo, 2017, Buku Ajar : Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, Surabaya : 
Airlangga University Press, hal.47 





menyebabkan kurangnya kontrol pengawasan di Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten.  
The ideas to giving protection and management of environmental as 
an Ecocritical Country with inserting the environmental principle to green 
constitution with participle of people. 19  The Green Constitution is also 
reflected in the concept of democracy which is related to the principle of 
sustainable development and environmental insight. 20 Jika diterapkan 
konsep perlindungan lingkungan melalui negara ekokrasi dimana 
tanggaung jawab negara untuk tetap menjaga pelestarian lingkungan 
dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan prinsip pelestarian 
lingkungan serta berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan maka dapat terjamin lingkungan yang diharapkan 
namun dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten 
belum sepenuhnya mengetahui akan konsep tersebut. 
Kendala yang disebutkan Sukanda Husin bahwa Good Governance 
yang belum tercipta menyebabkan penegakan hukum lingkungan tidak 
efektif.21. Dari Pendapat tersebut sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten 
Klaten bahwa Hukum Lingkungan belum efektif dikarenakan Good 
Governance yang belum maksimal. 
Beberapa prinsip yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan 
pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten belum maksimal dalam 
penerapan pengelolaan sampah, maka dapat ditemukan beberapa solusi, 
antara lain : (1) Kaitannya dengan kesetaraan dan pelayanan sampah, dapat 
dikurangi dengan membentuk organisasi-organisasi persampahan di desa-
desa yang jauh jangkauannya dari dinas yang berada di kota, untuk 
nantinya dapat di distribusikan fasilitas persampahan. Sehingga dengan 
 
19 Absori, dkk, “Indonesia as an Ecocracic Country : The State’s Responsibility and the People’s 
Participation in Preserving and in Managing the Environment Quality”, Journal of Management 
System: Quality Access to Succes, Volume 21 Nomor 179 (Desember, 2020), hal. 143 
20 Absori, dkk, “Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in 
Surakarta”, Journal of Global Pharma Technology, Volume 12 Nomor 9 (September, 2020), hal. 71 




begitu, desa yang jauh dari jangkauan dinas dapat mudah dilakukan 
pengawasan atau kontrol persampahan melalui organisasi-organisasi 
persampahan tersebut; (2) Kaitannya dengan penyelenggaraan sosialisasi 
bahwa dinas-dinas yang terkait lebih rajin dalam melakukan kontrol kepada 
pemerintahan yang ada di desa agar distribusi kaitannya dengan pemberian 
sosialisasi dapat dilaksanakan. Dan bagi desa-desa yang telah dilakukan 
sosialisasi namun belum dilaksanakan pengelolaan sampah dengan baik 
dan benar dapat diterapkan sanksi yang bisa disepakati antara masyarakat 
dan desanya; (3) Solusi yang dapat dilakukan terkait hambatan dalam 
penegakan hukum adalah dengan menerapkan sanksi administrasi dan 
sanksi pidana yang telah dibuat di peraturan, namun dengan nominal dan 
jangka waktu yang disesuaikan dengan perbuatan pelanggaran; (4) Solusi 
dari hambatan pada pengetahuan masyarakat dan partisipasi masyarakat 
bahwa sering dilakukannya sosialisasi terkait program-program 
pengelolaan sampah yang menarik perhatian masyarakat atau yang 
menghasilkan suatu nilai ekonomi sehingga masyarakat dapat tertarik akan 
hal tersebut dan menyebakan masyarakat akan ingin tahu program-program 
persampahan.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
(1) Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten 
meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga dengan terpetakan potensi timbulan sampah, pengurangan 
sampah dan penanganan sampah. Kebijakan Pengelolaan Sampah di 
Kabupaten Klaten sudah berjalan sesuai dengan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam beberapa hal belum 
berjalan secara maksimal. 
(2) Konsep Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten dalam 




standart, belum maksimal. Belum maksimalnya konsep kebijakan 
Prinisp Good Environmental Governance di Kabupaten Klaten, 
didapatkan beberapa solusi yaitu  membentuk organisasi-organisasi 
persampahan di desa, rajin dalam melakukan kontrol kepada 
pemerintahan desa, peningkatan penegakan hukum, peningkatan 
sosialisasi program persampahan yang menarik masyarakat.  
4.2 Saran  
(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten yang belum 
maksimal sesuai dengan peraturan lebih dimaksimalkan kembali, serta 
sebaiknya lebih disesuaikan dengan prinsip Good Environmental 
Governance. Agar tercipta lingkungan yang aman serta nyaman. 
(2) Beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat 
dikurangi dengan membentuk organisasi-organisasi persampahan di 
desa, dinas-dinas terkait lebih rajin dalam melakukan kontrol kepada 
pemerintahan yang ada di desa, menerapkan sanksi administrasi dan 
sanksi pidana, dan melakukan sosialisasi terkait program-program 
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